
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR ? TAHUN 2OO9

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat

b.

: 1.

BUPATI KATINGAN,

bahwa sebagai pelaksanaan keterttuan dalam Pasal 47 Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan, perlu

ditetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Katingan,

Undang - Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok

Kepegiwaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2A02 tentang Pembentukan

Kabupiten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten.Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan lGbupaten Barito TimUr di

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2AOZ Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

2.

Nomor a180);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a355);
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2AA4 tentang Pembentukan

Peratuian Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 53, Tambahan Lemharan Negara

Nomor 4389);

4.

5.



6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 20A4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AO4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sgbagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor I Tahun 2005 tentang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun

2gAS tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang * Undang Nomor 32 Tahun 2AA4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor a$a{);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 15a7);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2AAA tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OA2 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA2 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

l0.Peraturan Pemerintah Ncmor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );

11" Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Fembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2A07 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AA7 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 20A7 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

l4.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun
2008);

l5.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008);
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Menetapkan

h,IEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BADAN PERENGANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - Iuasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan

penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daer"ah adalah Organisasi i 1

Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah,
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

Perangkat Daerah sebagai

Lembaga pada Pemerintah
Sekretariat DPRD, Dinas

4. Bupati adalah BuPati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Unsur Pelaksana
Teknis Pemerintah Kabupaten Katingan dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah KabuPaten Katingan;
8. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang

fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan

keahliannya;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada Badan

Ferencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan;
10. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati

Katingan;
ll.Tupoksi adalah Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Perencana

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
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Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Badan perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah'

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Perencanaan

Pembangunan Baerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebiiakan teknis perencanaan

b. Mengkoordinasikan Benyusunan pereRcanaan pembangunan

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah

d. Pelaksanaan dari fungsi tersebut meliputi :

1) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Katingan.

2) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kdtingan.

. 3) Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan'

' 4) Melakukan koordinasi Perencanaan di antara DinsslBadan/KantorlUnit Kerja,

' lnstansi Vertikal dan Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten

Katingan.

S) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bekerja sama

dengan tnstansiterkait di bawah koordinasi $ekretaris Daerah.

6) Melakukan kegiatan penetitian dengan koordinasi instansi terkait untuk kepentingan

perencanaan pembangunan di Kabupaten.

7) Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bahan

penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya'

B) Memberi saran/ pertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta

mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.

gi Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANIS.A$I

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan,

terdiri dari :



a. Kepala Badan

b. Sekretariat, membawahkan :

:' f. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian PenYusunan Prograrn

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang terdiridari :

1. Bidang Pendataan dan Pelaporan, membawahkan :

a) sub Bidang Pengumpulan, Penilaian dan Analisa Data

bi Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Perekonomian, membawahkan :

a) Sub Bidang Pertanian, lndustri, Perdagangan, Pertamhangan dan Energi

b) Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal

3. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :

ai Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan

b) Sub Bidang Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental $piritual, Budaya dan

Pemerintahan

4. Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahkan :

- a) Sub Bidang Prasarana, Perhubungan dan Telekomunikasi

, b) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

BAB IV
KEPALA BADAN

Pasal 6

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu

Bupati Katingan dalam bidang tugasnya, memimpin dan mengkoordinasi kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mengadakan hubungan kerja dan

kerjasama dengan instansi - instansi lainnya untuk memperlancar tugas Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Kepala Badan

menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum

Program Pembangunan Daerah {PROPETADA).

b. Penyusunan PROPETADA Kabupaten.

c. Menyusun Program-program tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA),

sebagai pelaksanaan tersebut huruf a dan h yang dibiayai oleh daerah sendiri

maupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk
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dimasukkan kedalam Program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan kepada

Pemerintah Pusat untuk dimasukkan kedalam Program Tahunan Nasional.

d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas, Badan, Unit $atuan

Kerja, lnstansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan datam lingkungan Pemerintah

Kabupaten Katingan.

e" Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bekerjasama

dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset serta lnstansi

terkait dibawah koordiansi Sekretaris Daerah.

f. Melakukan kegiatan penelitian dengan koordinasi lnstansi terkait, untuk

kepentingan Perencanaan Pemhangunan di Kabupaten.

g. Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bahan

penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya-

h. Memberi saranlpertimbangan kepada Bupati baik diminta maupun tidak diminta

mengenai segata sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.

i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan Eesuai dengan petunjuk

Bupati.

BAB V
SEKRETARIAT

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan KePegawaian

2. Sub Bagian PenYusunan Program

: 
*. $ub Bagian Keuangan

Paragraf 2
KEPALA SEKRETARIAT

Pasal I

(1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasi pelayanan Administrasi,

Keuangan, Perencanaan, Perlengkapan Pembekalan dan Rumah tangga Tata

Kepegawaian dan Tata Usaha Bappeda.

" t1t Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

. Membantu Kepala Bappeda di bidang tugasnya-

b. Merumuskan perencanaan programlkegiatan pada Sub-Bagian Umum dan

Kepegawaian, Sub-Bagian Penyusunan Program, dan Sub-Bagian Keuangan



c. Mengkoordinir pengelolaan administrasi keuangan

d. Mengkoordinir pengelolaan administrasi kepegawaian

. e. Mengkoordinir pengelolaan urusan administrasi umum

f. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan dilingkungan Badan

g. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan dalam mengatur dan

rnengendalikan arus surat masuk maupun keluar

h. Mengkoordinir penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan

i. Mengkoordinir penyusunan program, pelaksanaan evaluasidan pelaporan tugas

j, Mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan naskah dan kearsipan

k. Menyelenggarakan koordinasidengan unit keia dan atau satuan kerja terkait

L Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnYa

tugas dan fungsinYa

Paragraf 3
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal I

(1) Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat, perjalanan dinas dan

pen gelolaan admi nistras i kepegawaian Bappeda.

(2) Dalam melaksanakan iugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1i Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepaia $ekretariat dibidang tugasnya

b. Melakukan uru$an perlengkapan dan perawatan kantor Bappeda

c 
[lffi 
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tangga lainnyai.

d 
[", ff ' 

:1? J',l'ff , T:ffi 
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menyimpan arsip surat dalam filei.

e. Menyiapkan surat tugas, surat perintah perjalanan dinae pegawai Bappeda dan

menyelerrggarakart ka(u kendali perjalanan dinas

f. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan mutasi Pegawai, pengusulan

berkala, kartu pegawai, karis, karsu, dan lain sebagainya
:' g. Mengerjakan kartu pegawai serta kartu lainnya yang berhubungan dengan

kepegawaian



h. Menyusun rencana kebutuhan tenaga pegawai Bappeda

i. Membuat data nominasi kepegawaian Bappeda (DUK)

j. Mengurus Pensiun Pegawai

k. Mengurus hal-hat yang berhubungan dengan pendidikan, kursus, latihan

prqjabatan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan

pegawai

l. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan cuti, ijin, instruksi dan lain-lain bagi

pegawai

m. Mengurus absensi serta mengirim rekapitulasi sekali sebulan kepada Bupati

Katingan, menyiapkan surat teguranl hukuman disiplin PNS dan sebagainya

n. Mempersiapkan para petugas apel bendera, apel pagi dan apelsiang.

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat baik yang

diminta maupun tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan

bidang tugasnya

p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Paragraf 4
KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAIUI

Pasal {0

{1) Kepala $ub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan persiapan

penyusunan rencana kegiatanlprCIgram dan melakukan evaluasi atas

pelaksanaannya.

(Z) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub

Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Sekretariat dibidang tugasnya

b. Mempersiapkan secara adrninistrasi penyusunan rencana program dan

kegiatan tahunan Bappeda Kabupaten Katingan

c. tVlengumpulkan data berupa laporan mengenai pelaksanaan tugas di lingkungan

Bappeda

d. Menyusun data pelaksanaan tugas darr kegiatan di lingkungan Bappeda secara

tertib dan rapi

e. Mencatat data pelaksanaan tugas di lingkungan Bappeda pada bukulkartu

secara tertib dan teratur

. f Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan Bappeda

. Menyusun Laporan Bappeda mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh

satuanl Pimpinan kegiatan di lingkungan Bappeda
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h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Sekretariat baik yang

diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya

dengan bidang tugasnYa

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Paragraf 5
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 11

(1) Kepala $ub Bagian Keuangan rnempunyai tugas melakukan administrasi keuangan,

membimbing dan membina hendaharawan pengeluaranlgaji, bendahara penerima

Bappeda.

Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Mernbantu Kepala Sekretariat dibidang tugasnya

b. Menyelenggarakan administrasi keuangan Bappeda

c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran bekerjasama dengan Sub Bagian Umum

dan KePegawaian.

d. Menyusun rencana anggaran bulananltriwulan Bappeda sebagai penjabaran

Dokumen Pelaksana Anggaran

e. Melaksanakan pengelolaan belanja rutin Bappeda

f. Melakukan pengelolaan pembayaran gaji Pegawai Bappeda

g. Menyusun petunjuk pengelolaan keuarrgan di lingkungan Bappeda

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan tata usaha keuangan dan bendaharawan

di lingkungan BaPPeda

i. Menyusun laporan mengenai pelaksanaan anggaran Bappeda berupa laporan

tahunan dan atau laporan periode lainnya

j Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala $ekretariat baik yang

diminta maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubunganya

dengan bidang tugasnYa

k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya
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BAB VI
BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN

j susuNlllH#ir,*o'
Pasal {2

Bidang Pendataan dan Pelaporan, memhawahkan:

1. Sub Bidang Pengumpulan, Penilaian dan Analisa Data

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Paragraf 2
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN

Pasal {3

.41, (1) Kepala Bidang Pendataan Dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan kegiatan Pengumpulan data, analisa, penilaian dan pelaporan

hasil pelaksanaan pembangunan di daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang

Pendataan Dan Pelaporafi menyelenggarakan fungsi '

' a. Membantu Kepala Bappeda di bidang tugasnya-

b. Merumuskan bahan Pengumpulan dan Pengolahan Data, Penilaian dan Analisa

Data, Monitoring dan Evaluasi, Laporan dan Promosi hasil pelaksanaan

pembangunan di daerah

c. Mengkoordinasikan pengumpulan dan menyusun data mengenai pelaksanaan

Program Pembangunan di daerah

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Analisa Data dan

Pembangunan, Analisis Perencanaan Sistem lnforrnasi Pembangunan serta

mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah

e. Mengkoordinasikan penyusunan dan mengumpulkan bahan untuk penerapan dan

promosi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pembangunan daerah

t. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan kerja terkait dalam

rangka kelancaran tugas

g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda baik yang diminta

maupun tidak dirninta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan

bidang tugasnya

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinYa
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Paragraf 3
KEPALA $UB BIDANG

PENGUMPULAN, PENILAIAN DAN ANALISA DATA

Fasal 14

(1) Kepala Sub-Bidang Pengumpulan, Penilaian dan Analisa Data mempunyai tugas

rnengumpulkan, menyusun dan meneliti data mengenai pelaksanaan program

pembangunan di daerah.

{Z) Dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub-

Bidang Pengumpulan, Penilaian dan Anaiisa Data menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

b. Menyimpan DIPAIDPA/Revisi secara tertib dan rapi

c. Membuat ikhtisar/rekapitulasi DIPA dan DPA untuk disebarluaskan kepada

masyarakat melalui institusi yang bersangkutan

d. Mengumpulkan data kegiatan Penanaman Modal (PMA/PMDN dan BLN)

e. Mengumpulkan dan mendistribusikan data pelaksanaan program pembangunan

meliputi :

1) Laporan pelaksanaan kegiatan APBN/APBD (laporan bulanan / triwulan I

semester / tahunan dan lain-lain

Z) Laporan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal (PMDAIPMA dan BLN)

t. Mencatat laporan pelaksanaan kegiatan APBNIAPBD dan penanarnan modal

(pMDN/ptVlA) dan BLN dalarn buku dan atau kartu pelaksanaan dan pengendalian

kegiatan secara tertib dan teratur'

g" Membuat surat penagihan atau teguran kepada instansi / pimpinan kegiatan

ApBN dan APBD yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan

sesuai waktu yang telah ditentukan-

h. Melakukan Analisa dan Penilaian atas bahan dan Laporan pelaksanaan

Pembangunan,

i. Mempersiapkan pedoman / petunjuk mengenai pelaksanaan monitoring

Pembangunan.

j Memper*iapkan rekomendasi untuk penelitian dalam rangka mendukung

kelancara n pelaksanaan Perencanaan Pembang unan'

k. Mempersiapkan, menyu$un dan mengekspose hasil penelitian dan memberi saran

I pertimbangan kepada kepala bidang tentang pelaksanaan penelitian

pembangunan daerah.

l. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnYa.
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BAB VII
BIDANG PEREKONOMIAN

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal {S

Bidang Perekonomian, membawahkan :

1. Sub Bidang Keuangan dan Pengembangan Dunia Usaha

2. Sub Bidang Pertanian, lndustri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Paragraf 2
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas metakukan dan mengkoordinasi

kegiatan perencanaan pembangunan perekonomian

(Z) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) Kepala Bidang

Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

Memhantu Kepala Bappeda di bidang tugasnya

Merumuskan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan

antar sektor dan wilayah di bidang pertanian, industri, perdagangan,

pertambangan dan energi, dunia u$aha, ekonomi lemah dan koperasi

Merumuskan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan antar

sektor dan wilayah di bidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan

energi, dunia usaha, ekonomi lemah dan koperasi

Merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan programlproyek dan

kegiatan prioritas dibidang pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan

energi, dunia usaha, ekonomi lemah dan koperasi

Menyelenggarakan analisis permasalahan di bidang pertanian, industri,

perdagangan, pertambangan dan energi, dunia usaha, dan ekonomi serta

rnerumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya

f. Merumuskan program bidang Perekonomian sesuai dengan Rencana Strategis

Daerah

g. Metaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan kerja terkait

h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bappeda baik diminta

maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hub,ungannya dengan

bidang tugasnya

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

a.

b.

d.
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Paragraf 3
KEPALA SUB BIDANG

PERTANIAN, INDUSTRI, PERBAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal {8

(1) Kepala Sub Bidang Pertanian, lndustri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program

pembangunan Pertanian, I ndustri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi'

tZ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub

Bidang Pertanian, lndustri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan pembangunan

Pertanian, lndustri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

c. Mempelajari dan menelaah rencana pembangunan Pertanian, lndustri,

Perdagangan, Pertambangan dan Energiyang disusun oleh Dinas Daerah, satuan

kerja daerah, instansi vertikal, kecamatan dan badan-badan lainnya

d. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan

Pertanian, lndustri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

e. Metakukan segala usaha dan kegiatan perumusan langkah dan saran keb'tlakan

pemecahan permasalahan pembangunan Pertanian, lndustri, Perdagangan,

Pertambangan dan Energi.

f. Melakukan penyusunan, mempelajari dan menelaah program tahunan

pembangunan Pertanian, lndustri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam

rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan

atau dimasukan kedalam program Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah

Pusat.

g. Mengikuti pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan Pertanian, lndustri,

Perdagangan, Pertambangan dan Energi

h. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan se$uai dengan tugas

dan fungsinya
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Paragraf 4
KEPALA SUB BIDANG

KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 19

(1) Kepala sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal mempunyai tugas

mempersiapkan bahan dan penyusunan perencanaan dan program pembangunan

keuangan dan Penanaman Modal-

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub

Bidang Keuangan dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk perencanaan Keuangan dan

Penanaman Modal

c. Mempelajari dan menelaah rencana Keuangan dan Penanaman Modal yang

disusun oleh Dinas Daerah, satuan kerja daerah, instansi vertikal, kecamatan dan

badan-badan lainnYa

d. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan Keuangan dan

Penanaman Modal

e. Melakukan segala usaha dan kegiatan perumusan langkah dan saran kebijakan

pemecahan permasalahan Keuangan dan Penanaman Modal

f. Melakukan penyusunan, mempelajari, menelaah program tahunan Keuangan dan

penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau

kegiatan-kegiatan yang diusulkan atau dimasukan kedalam program Pemerintah

Provinsi dan atau Pernerintah Pusat'

g. Mengikuti pelaksanaan kegiatan-kegiatan Keuangan dan Penanaman Modal

h. Menyusun dan mempersiapkan APBD Kabupaten Katingan bersama-sama bidang

lainnya khususnya Anggaran Belanja Pembangunan dalam rangka Pengajuan

APBD Kabupaten Katingan kepada Bupati Katingan

i. Memberikan saran 1 pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya

i, Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinYa
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BAB VIII
BIDANG $OSIAL BAN BUDAYA

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

Bidang Sosial BudaYa membawahkan :

1. Sub Bidang Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan

Pemerintahan

2. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Paragraf 2
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

Pasal 21

(1) Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi

kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, kesehatan, kependudukan,

kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pernerintahan-

(Zj Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang

Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Bappeda di bidang tugasnya

b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pendidikan, kesehatan,

kependudukan, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan

c. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan mediani perencanaan pembangunan

antar pendidikan, ke$ehatan, kependudukan, kesejahteraan sosial, mental

spiritual, hudaya dan pemerintahan

d. Mengkoordinasikan dan menilai kelayakan usulan program kegiatan dan kegiatan

prioritas untuk sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, keseiahteraan

sosial, mental spiritual, budaya dan pemeriniahan

e. Menyelenggarakan analisis permasalahan dibidang pendidikan, kesehatan,

kependudukan, kesejahteraan sosial, mental spiritual, budaya dan pemerintahan

serta merumuskan langkah-langkah kebijakannya

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan atau satuan kerja terkait untuk

kelancaran tugasnYa

g" Memberikan $aran I pertimbangan kepada Kepala Bappeda baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan

tugas dan fungsinYa
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Paragraf 3
KEPALA SUB BIDANG

KEPENDUDUKAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL, MENTAL SPIRITUAL,
BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

Pasal22

(1) Kepala Sub Bidang Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya

dan pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana

dan program kependudukan, kesejahteraan sosial, Mental Spiritual, Budaya dan

Pemerintahan.

(Z) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub

Eidang Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan

Pemerintahan rnenyelenggarakan fungsi :

Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

Melaksanakan segala ugaha dan kegiatan untuk Perencanaan Pembangunan

Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan Pemerintahan

Sub-Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

Mempelajari dan menelaah rencana pembangunan Kependudukan,

Kesejahteraan $osial, Mental Spiritual, Budaya dan Pemerintahan Sub-Bidang

Kependudukan dan Tenaga Kerja yang disusun oleh Dinas Daerah, satuan kerja

daerah, instansi vertikal, kecamatan dan badan-badan lainnya

Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan

Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan Pemerintahan

Sub-Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja

Melaksanakan segala usaha dan kegiatan perumusan langkah dan saran

kebijaksanaan pemecahan permasalahan Perencanaan Pembangunart

Kependudukan, Kesejahteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya dan Pemerintahan

Melakukan penyusunan, mempelajari dan menelaah program tahunan

pembangunan Kependudukan, Kesejal'rteraan Sosial, Mental Spiritual, Budaya

dan pemerintahan Sub-Bidang Kependudukan dan Tenaga Keria dalam rangka

pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan atau

dimasukan kedalam program Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat.

g. Memberikan saran I pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya

h, Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

a.

b.

d.

e.

f.
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Paragraf 4
KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Pasal 23

(1) Kepala sub Bidang pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas mempersiapkan

' 
bahan penyusunan rencana dan program pendidikan dan kesehatan-

(Z) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub

Bidang Pendidikan dan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya

b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk Perencanaan Pembangunan

Pendidikan dan Kesehatan

6. Mempelajari dan menelaah rencana pembangunan Pendidikan dan Kesehatan

yang disusun oleh Dinas Daerah, satuan kerja daerah, instansi vertikal,

kecamatan dan badan-badan lainnya

d. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan

Pendidikan dan Kesehatan

e. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan perumusan langkah dan saran

. kebijaksanaan pemecahan permasalahan Perencanaan Pendidikan dan

Kesehatan
' ,f. hltelakukan penyusunan, mempelajari, rnenelaah program tahunan Pendidikan dan

Kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau kegiatan-

kegiatan yang diusutkan atau dimasukan kedalam program Pernerintah Provinsi

-\ s ffi:::":lT::: H*bansan kepada Kepara Bidans baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

BAB IX
BIDANG PRA$ARANA, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

SUSUNAN ORGANI$ASI

Pasal 24

Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, membawahl<an :

1. Sub Bidang Prasarana, Perhubungan dan Telekomunikasi

2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
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Paragral2
KEPALA BIDANG

PRASARANA,TATARUANGDANLINGKUNGANHIDUP

Pasal 25

(1) Kepala Bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup rnempunyai tugas

melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang

perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang, pengairan, Sumber daya dan

Iingkungan hiduP"

{2} Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang

Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Bappeda di bidang tugasnya

b. Merumuskan kebijakan di bidang Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup,

Perhubungan, Telekomunikaei dan Pariwisata

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan prasarana wilayah

d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan

Lingkungan HiduP Daerah

e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perhubungan,

Telekomunikasi dan Pariwisata Daerah

f. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja dan atau Satuan Kerja terkait dalam

rangka kelancaran tugasnYa

g. Memberikan saran i pertimbangan kepada Kepala Bappeda baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnya

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan

tugas dan fungsinYa

Paragraf 3
KEPALA SUB BIDANG

PRASARANA,PERHUBUNGANDANTELEKoMUNIKASI

Pasal 26

{1) Kepala $ub Bidang Prasarana, Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana

jalan, perhubungan darat, laut, udara, po$ dan telekemunikasi.

(2') Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub

Bidang Prasarana, Perhubungan dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

a, Membantu kepala Bidang di bidang tugasnya
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h, Melakukan kegiatan perencanaan Prasarana, Perhubungan, Telekomunikasi dan

Pariwisata

c. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan rencana Prasarana, Perhubungan,

Telekomunikaei dan Fariwisata yang disusun oleh Dinas / Badan / Unit Satuan

kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten'

d. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik serta merumuskan langkah-

langkah kebijaksanaan pemecahannya.

e. fulelakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan prCIgram tahunan di bidang

prasarana Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwlsata atau kegiatan-kegiatan

yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dimasukkan ke dalam program

tahunan Nasional.

f. Memberikaft saran I pertimbangafi kepada Kepala Bidang, baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannnya dengan bidang

tugasnya.

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

Paragraf 4
KEPALA SUB BIDANG

TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 27

(1) Kepala Sub, Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengaturan tata ruang dan

lingkungan hiduP.

tzt Dalam melaksanokan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub

Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

a. Membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya

b. Merumuskan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan

antar sektor dan wilayah di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

c. Merumuskan bahan pengendalian kebijakan perencanaan pembangunan antar

sektor dan wilayah di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

d. Merumuskan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan dan

kegiatan prioritas di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

e. Memberikan saran / pertimbangan kepada Kepala Bidang baik diminta maupun

tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang

tugasnYa

f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya
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(1)

{2)

BAB X
TATA KERJA

Pasal 28

Kepala Badan, Kepala $ekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala

Sub Bidang dilingkungan Bappeda Kabupaten Katingan dalam me[aksanakan

tugasnya selalu menerapkan prinsip Koordinasi, lntegrasi, $ingkronisasi dan

mengkoordinasikan bawahanya masing-masing sefta memberikan bimbingan dan

petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

para pelaksana dilingkungan Bappeda Kabupaten Katingan dalam melaksanal<an

tugasnya selalu memperhatikan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

serta bimbingan/petuniuk atasan langsunglpimpinan.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksaRaannya akan

diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Katingan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 11

TahJn 2AA7 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3't

Peraturan Bupati ini mulai berlaku seiak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

Oengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 30 Mei 2009

BUPA TINGAN,TI KA

LPLT

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 30 Mei 2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRI$TANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009 NoMOR -'ql
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